
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tcngah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Kcuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4268); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Untlang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahu.n 2011 tc:ntang Pc:mbc:ntuka.n 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) se4,aimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dcnganl rrg-1 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah, maka perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

BUPATI PURBALINGGA, 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA 

PENGELOLAAN BARANC MILTK DAERAH 

TENTANG 

NOMOI< 6 TAHUN 2020 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

BUPATI PURBALINGGA 
PROVINS! JAWATENGAH 

Mengingat 

Menimbang 



1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwa.kilan Rakyat Daerah menuru t asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud oaiarn Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintab Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. t p f i 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dima.ksud dengan: 

Pasal 1 

BAB I 
KE'I'ENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BA.RANG 
MILIK DAERAH 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI PURBALINGGA 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 

Dengan Persetujuan Bersama 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Aras Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 teruang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 547); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 547); 

Menetapkan 



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerab yang selanjumya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga. 

5. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga. 
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
8. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan saru atau 

beberapa program. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

I 0. Ba rang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli a tau diperoleh at11s 
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

11. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab 
melakukan koordinasi pengclolaan Barang Milik Daerah. 

l 2. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang 
mcmpunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat 
pengelola keuangan Daerah. 

13. Pcngguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
Barang Milik Daerah. 

14. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala Unit Kerja atau pejabat yang 
ditunjuk oleh Pengguna Rarang untuk menggunakan Barang Milik Daerah 
yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya, 

1.5. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah peiabat yang 
melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Dacrah pada Pcngguna 
Barang. 

16. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang 
adalah pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang diserahi tugas 
mengurus barang. 

L 7. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, 
menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah 
pada Pejabat Penatausahaan Barang. 

18. Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional um um 
diserahi tugas menenma, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan 
Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. 

19. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang 
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan 
Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang. 

20. Pernbantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang 
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan 
Barang Mililc Daerah pada Pengguna Barang. 

21. Pengurus Barang Pembantu adalah yang dtseraht tugas mcncrima, 
menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung 
jawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang. 

22. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen 
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 

23. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas 
suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tern~ { .l 



24. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah 
Daerah. 

25. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
rneliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

26. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan 
Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah 
lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan 
tindakan yang akan datang. 

27. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RKRvID, adalah dokumen perencanaan keburuhan Rarang Milik Daerah 
untuk periode l (satu] tahun. 

28. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam 
mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan 
tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

29. Pemanfaatan adalah penda_yagunaan Barang Milik Daerah yang Lidak 
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 
dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status 
kepemilikan. 

30. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleb pihak lain dalamjangka 
waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 

3 l. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalamjangka 
waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut 
berakhir diserahkan kembali kepada Bupati, 

32. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah 
pendayagunaan Barang Milik Oaerah oleh pihak lain dalam jangka waktu 
tertentu dalam rangka peningkatan pcndapatan daerah atau sumber 
pembiayaan lainnya. 

33. Bangun Gunn Serah yang selanjutnya disingkat BOS adalah pemanfaatan 
Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan 
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan 
oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, 
untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau 
sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimyajangka waktu. 

34. Bangunan Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan 
Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dcngan cara rnendirikan 
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai 
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain 
terse but dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 

35. Kerja Sama Penyediaan lnfrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI 
adalah kerjasama antara Pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan 
penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

36. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK 
adalah Menteri/Kepala Lembaga/Bupati, atau badan usaha milik 
negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara 
infrastruktur berdasarkan ketenruan peraturan perundang-undangan. 

37. Pemindahtanga.nan adalah pengaliban kepemilikan Barang fv!ililalal10 



(1) Barang Milik Daerah meliputi: 
a. barang yang dibeli atau diperoleh atas behan APBD; atau 
b. barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah. 

f'asal 2 

BAB Il 
RUANG LlliGKUP BARANG MlLIK DAERAH 

38. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada 
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 

39. Tokar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang 
dilakukan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah, antar 
Pernerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, 
dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit 
dengan nilai seirnbang. 

40. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada 
Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat, antar 
Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak Jain, tanpa 
memperoleh penggantian. 

41. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan 
Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak 
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisabkan untuk diperhitungkan 
sebagai rnodal/saham daerab pada badan usaha milik negara, badan usaha 
milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 

42. Pemusnaban adalah tindakan memusnahkan fi.si.k dan/atau kegunaan 
Barang Milik Daerah. 

43. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar 
barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk 
membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa 
Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang 
yang berada dalam penguasaannya. 

44. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 
inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerab sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

45. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, da.n 
pelapora.n basil penda.taan Barang Milik Daerah. 

46. Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupaka.n bukti 
kepemilikan atas Barang Milik Daerab. 

47. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang 
Milik Daerah. 

48. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik 
Daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. 

49. Daftar Barang Kuasa Pengguna. adalah daftar yang memuat data Barang 
Milik Daerab yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. 

50. Rumah Negara adalab bangunan yang dirniliki Pernerintah Daerah dan 
berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan 
keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai 
negeri sipil Pernerintah Daerab yang bersangkutan. 

51. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain kementerian/lembaga dan Pernerintah 
Daerah. 



(1) Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas 
fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan 
kepastian nilai. 

(2) Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi: 
a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 
b. pengadaan; 
c. penggunaan; 
d. pemanfaatan; 
e. pengamanan dan pemeliharaan; 
f. penilaian; 
g. pcmindahtanganan; 
h. pemu snahan; 
i. penghapusan; 
j. penatausahaan;dan 
k. pengawasan dan pengendalian. 

Pasal 5 

BAB Ill 
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

Pasal 4 

(1) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang 
digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan 
kepada Pihak Lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah 
Daerah. 

(2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat 
disito. seeuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 3 

(1) Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dilengkapi dokumen 
pengadaan. 

(2) Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurufb, dilengkapi dokumen 
perolehan. 

(3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) 
bersifat berwujud maupun tidak berwujud. 

(2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, meliputi: 
a. barang yang diperoleh dari Hibah/sumbangan atau yang sejenis; 
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 
c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan; 
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap; atau 
e. barang yang diperoleh kembali dari basil divestasi atas penyerta.an modal 

Pernerintah Daerah. 



(I) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Barang Milik 
Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang. 

(2) Penetapan Pejabac Penatausahaan 6arang sebagaimaria dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ya}')(~'. r 
mempunyai wewenang dan tanggungtawab: i 'f!.- r 0- 

Pasal 8 

Pasal 7 

(1) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang. 

(2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan 
bertanggungjawab: 
a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Dacrah; 
b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan 

Barang Milik Oaerah; 
c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Millk 

Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; 
d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan 

penghapusan Barang Milik Daerah; 
e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Millie Daerah yang 

telah disetujui Bupati atau DPRD; 
f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik 

Daerah; dan 
g. rnelakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik 

Daerah. 

(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah. 

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), berwenang dan bertanggungiawab: 
a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah; 
b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan 

Barang Milik Daerah; 
c. menetapkan kebijakan pengamanan dan perneliharaan Barang Milik 

Daerah; 
d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Darang Milik 

Daerah; 
e. mengajukan usul pemindahtanganan Rarang Milik Daera h y1rng 

memerlukan persetujuan DPRD; 
f. mengajukan usu! pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan 

Rarang Milik Daerah sesuai baras kewenangannya; 
g. menyetujui usul pemanfaatan harang milik daerah selain tanah 

dan/atau bangunan; dan 
h. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk 

kerjasama penyediaan infrastruktur. 

Pasal 6 

BAB IV 
PEJABAT PENGELOLA BAR'\NG MILIK DAERAH 



( 1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang. 
(2) Pcngguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan 

Kepurusan Bupati. 
(3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan 

bertanggungjawab: 
a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Millk Daerah 

bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya; 
b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang 

diperoleh dari be ban APBlJ dan perolehan lainnya yang sah; 
c. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang 

berada dalam penguasaannya; 
d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya 

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 
yang dipimpinnya; 

e. mengamankan dan mcmclihara Barang Milik Daerah yang berada dalam 
penguasaannya; 

f. rnengajukan usu! pemanfaatan dan pemindahtanganan Ba.rang Milik 
Daerah berupa tanah dan/atau ba.ngunan yang tidak memerlukan 
persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah rilar 
bangunan; i f ,l 

Pasal 9 

a. membantu meneliti dan mernberikan pertimbangan persetujuan dalam 
penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah kepada Pengelola 
Barang; 

b. membantu meneliti dan rnemberikan pertimbangan persetujuan dalam 
penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik 
Daerah kepada Pengelola Barang; 

c. mcmberikan pcrtimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usu! 
pernanfaatan dan pemindahtanganan Rarang Milik Daerah yang 
memerlukan persetujuan Bupati; 

d. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur 
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan 
Barang Milik Daerah; 

e. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan 
pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati 
atau DPl{U; 

f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi 
Barang Milik Dacrah; 

g. melakukan pcncatatan Barang Milik Dacrah bcrupa tanah dan/atau 
hangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak 
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada 
Bupati melalui Pengelola Barang, serta Barang Millk Daerah yang berada 
pada Pengelola Barang; 

h. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada huruf g; 

i. mernbantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas 
pengelolaan Barang Milik Daerah; dan 

J· menyusun laporan Barang Milik Daerah, 



( l) Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Darang. 
(2) Pejabat Penatausahaan Penggu na Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan oleh Bupati atas usu! Pengguna Ba.rang. 
(3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) adalah pejabatyang membidangi fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah 
pads Perangkat Daerah. 

(4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagalmana dimaksud pada ayat 
(2) berwenang dan bertanggungjawab: 
a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah 

pada Pengguna Barang; 
b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang 

diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; 
c. meneliti pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang 

dilaksanakan oleh Pengurus Oarang dan/ atau Pengurus Barang 
Pemhantu; 

d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan 
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak 
memerlukan persetujuan IJPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah 
dan/atau bangunan; 

e. mengusulkan rencana penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak 
dimanfaatkan oleh pihak lain; 

f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik 
Daerah; 

g. meneliti laporan barang sernesteran dan tahunan yang dilaksanakar 
oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; l f i 

Pasal 11 

(1) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung 
jawab kepada Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kuasa 
Pengguna Darang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan olch 
Bupati atas usu! Pengguna Barang. 

(3) Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, 
lokasi, kompetensi, dan/atau rcntang kcndali dan pcrtimbangan objektif 
lainnya. 

Pasal 10 

g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Perangkai Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak 
dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang; 

h. mengajukan usu! pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah: 
1. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas 

penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; 
dan 

J. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran 
dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam 
penguasaanya kepada Pengelola Barang. 



(6) Penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dilakukan berdasarkan pedoman sesuai dengan ketentuan 
peraturan perunclang-undangan. 

(7) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 14 

(l) Perencanaan Kcbutuhan Barang Milik Daerah disusun dengo.n 
mernperhatikan kebutuhan pelaksa.naan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 
serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada. 

(2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 meliputi 
Perencanaan Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, 
dan Penghapusan Barang Milik Daerah. 

(3) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan 
anggaran untuk kebutuhan baru (new ittitiatiue) dan angka dasar (baseline) 
serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. 

(4) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali 
untuk Penghapusan, berpedoman pada: 
a. standar barang; 
b. standar kebutuhan; dan/atau 
c. standar harga. 

(5) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan 
Perangkat Daerah terkait. 

BAB V 
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN 

Ketentuan mengenai pejabat pengelolaan Barang Milik Daerah diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 13 

Pengurus Barang terdiri dari: 
a. Pengurus barang pengelola; 
b. Pengurus barang pengguna; dan 
c. Pengurus bamng pembantu. 

Pasal 12 

h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan 
menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk 
mengeluarkan Barang Milik Daerah dari gudang penyimpanan; 

1. melaksanakan penelitian dan verifikasi terhadap Kartu Inventaris 
Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun; 

J. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas 
perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah; dan 

k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh 
Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu. 



Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana r a~SUf. I 
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara tahunan. 1:'.- r d. 

(4) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati. 
(5) 

Pasal 19 

( 1) Bupati menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah. 
(2) Bupati dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas Barang 

Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau 
bangu,,an derige.n kondisi tertentu kepada Pengelola Barang. 

(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah 
Barang Milik Daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan 
nila.i terten tu. 

BAB VII 
PENGGUNAAN BARANG MIUK DAERAH 

(1) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil Pengadaan Barang 
Milik Daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang untuk ditetapkan 
status penggunaannya. 

(2) Laporan hasil Pengadaan Darang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), terdiri dari laporan hasil Pengadaan bulanan, semesteran, dan 
iahunan. 

Pasal 18 

(1) Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksana.kan berdasarkan prinsip efisien, 
efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. 

(2) Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 17 

BAB VJ 
PENGADAAN BARAI\G MILIK DAERAH 

Ketentuan lebih Janjut mengenai tata cara pelaksanaan Perencanaan 
Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal 16 

(1) Pcngguna Barang mcnghimpun usulan RKBMD yang diajukan olch Kuasa 
Pengguna Barang yang berada di lingkungan Perangkat Daerah yang 
dipimpinnya. 

(2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (l) kepada Pengelola Barang. 

(3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan rnemperhatikan 
data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dan 
rnenetapkannya sebagai RKBMD. 

Pasal 15 



(1) Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau 
bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas 
dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang 
bersangkutan. 

(2) Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yang tidak 
digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang 
kepada Bupati melalui Pengelola Barang. 

(3) Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada 
Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang 
lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus rnengubah status 
penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu 
mendapatkan persetujuan Bupati. 

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
apabila tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tclah direncanakan untuk digunakan dan dimanfaatkan dalam jangka 
waktu tertentu oleh Bupati. 

(5) Bupati mencabut status penggunaan atas Barang Milik Daerah berupa 
tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan daJarn penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(6) Dalarn hal Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diserahkan kepada Bupati, 
Pengguna Barang dikenakan sanksi berupa pembekuan rr 
pemeliharaan atas Barang Mililc Daerah berkenaan. l l r l 

Pasal 22 

Pasal 21 

Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap: 
a. barang persediaan; 
b. Konstruksi Dahan Pengerjaan; 
c. barang yang dari awaJ pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; 

dan 
d. Asct Tctap Renovasi. 

Pasal20 

(1) Penggunaan Barang Milik Daerah meliputi: 
a. penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah; 
b. pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah; 
c. penggunaan sementara Barang Milik Daerah; 
d. penetapan status penggunaan Barang Milik Dacrah untuk 

dioperasikan oleh pihak lain. 
(2) Pcnctapan status pcngguna.an scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk: 
a. penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 
b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan 

umum sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. 



(1) Pemanfaatan Darang Milik Daerah dilaksanakan oleh: 
a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati untuk Barang Milik 

Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan 
b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk 

Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang 
masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau 
bangunan. 

(2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan 
pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan 
kepentingan umum. 

(3) Pemanfaacan Barang Milik Daerah dapat dttakukan sepanjang tldak 
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah, 

(4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan tanpa m4mer1/Jr ( 
persetujuan DPRD. l, {!.. a- 

Pasal 25 

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum 

BAB Vlll 
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH 

Ketentuan mengenai tata cara pclaksanaan Penggunaan Barang Milik Daerah 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 24 

(1) Bupati menetapkan Darang Milik Daerah yang harus diserahkan oleh 
Pengguna Barang karena tidak digunakan unruk kepentingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa 
Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. 

(2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bupati memperhatikan: 
a. standar kebutuhan Barang Milik Daerah untuk rnenyelenggarakan 

dan menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; 
b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau 
c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain. 

(3) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain 
termasuk hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang 
dilakukan oleh Pengelola Barang at.au Bupati dan laporan dari 
masyarakat. 

(4) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. penetapan status penggunaan; 
b. pemanfaatan;atau 
c. pemindahtanganan. 

Pasal 23 



Bagian Kedua 
Bentuk Pemanfaatan 

Pasal 29 

Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa: 
a. Sewa; 
b. Pinjam Pakai; 
c. KSP; 
d. BGS atau BSG; dan 
e. KSPI. 

Pasal 28 

(I) Objek Pernanfaatan Barang Milik Daerah meliputi: 
a. tanah dan/atau bangunan; dan 
b. selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, dapat dilakukan 
untuk sebagian atau keseluruhannya. 

(3) Dalam ha! objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tan ah 
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas tanah 
dan/atau bangunan yang menjadi objek Pemanfaatan Barang Milik 
Daerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang 
dimanfaatkan. 

Pasal 27 

( l) Barang Milik Daerah yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang 
dijaminkan atau digadaikan. 

(2) Barang Milik Daerah yang merupakan objek retribusi Daerah tidak dapat 
dikenakan sebagai objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah. 

Pasal26 

(I) Biaya pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah serta biaya 
pelaksanaan yang menjadi objek Pemanfaatan dibebankan pada rnitra 
Pemanfaatan. 

(2) Biaya persiapan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sampai dengan 
penunjukan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD. 

(3) Pendapatan Daerah dari pemanfaatan Barang Milik Daerah merupakan 
penerimaan Daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas 
umum Daerah. 

(4) Pendapatan Daerah dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan 
Layanan Umum Daerah (BLUD) rnerupakan penerimaan Daerah yang 
disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah 
(BLUD). 

(5) Pendapatan Daerah dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka 
selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah 
(BLUD) merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan seluruhoya ke 
rekening Kas Umum Daerah. 



Pasal 31 

[I] Penyewaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan tujuan: 
a. mengoptimall<an pendayagunaan Barang Milik Daerah yang 

belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas 
dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau 

c. mencegah penggunaan Barang Milik Daerah oleh pihak 7 secar,., 
tidak sah. g r J_ 

Bagian Keempat 
Sewa 

(1) Mitra Pemanfaatan meliputi: 
a. penyewa, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah daJam bentuk 

Sewa; 
b. peminjam pakai, untuk pemanfaatan Harang Milik Daerah daJam 

bentuk Pinjam Pakai; 
c. mitra KSP, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk 

KSP; 
d. mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam 

bentuk BGS/HSG; dan 
e. mitra KSPI, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk 

KSPI. 

(2) Mitra Pcmanfaatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 
tanggung jawab: 
a. melakukan pembayaran atas pemanfaatan Barang Milik Daerah 

sesuai bentuk pcmanfaatan; 
h. menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan 

bentuk pemanfaat.an; 
c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas Barang Milik Daerah 

yang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan 
Barang Milik Daerah; 

d. mengembalikan Barang Milik Daerah setelah berakhirnya 
pelaksanaan; dan 

e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian 
pemanfaatan Barang Milik Daerah. 

(3) Pemilihan Mitra Pemanfaatan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada prinsip-prinsip: 
a. dilaksanakan secara terbuka; 
b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta; 
c. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah; 
d dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas. bandal 

dan kompeten; 
e. tertib administrasi; dan 
f. tertib pelaporan 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mitra Pemanfaatan diatur dalarn 
Peraturan Bupati. 

Pasal30 

Bagian Ketiga 
Mitra Pemanfaatan 



(l) Formula tarif/besaran sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati: 
a. untuk Oarang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan 
b. untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan 

dengan berpedoman pada kebija.kan pengelolaan Barang Milik Daerah. 
(2) Besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran 

nilai nominal sewa Barang Milik Daerah yang ditentukan. 
(3) Formula tarif sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

( I ) merupakan hasil perkalian dari: 
a. tarif pokok sewa; dan 
b. faktor penyesuai sewa. 

(4) Tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedornan pada ketent.uan 
peraturan perundang-undangan. t g ~!. 

Pasal 33 

(1) Barang Milik Daerah yang dapat disewa berupa: 
a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna 

Barang kepada Bupati; 
b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh 

Pengguna Barang; dan/atau 
c. selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan 
Bupati. 

(3) Sewa Oarang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, 
dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat 
persetujuan dari Pengelola Barang. 

(4) Pihak lain yang dapat menyewa Barang Milik Daerah, meliputi: 
a. Sadan Usaha Milik Negara; 
b. Badan Usaha Milik Dacrah; 
c. Swasta; dan 
d. Oadan hukum lainnya. 

(5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, antara lain: 
a. perorangan; 
b. persekutuan perdata; 
c. persekutuan firrna; 
d. persekutuan komanditer; 
e. perscroan terbatas; 
f. lembaga/organisasi intemasional/asing; 
g. yayasan; atau 
h. koperasi. 

Pasal 32 

(2) Penyewaan Barang Milik Daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan 
Pemerintah Daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan Pernerirrtah Daerah. 



( 1) Penyewaan Barang Milik Daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yang 
ditandatangani olch pcnycwa dan: 
a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola 

Barang; dan 
b. Pengelola Barang, untuk Barang Mili.k Daerah yang berada pada 

Pengguna Barang. 
(2) Perjanjian scwa scbagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 

memuat: 
a. dasar perjanjian; 
b. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka wa.ktu; 
d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa; 
e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan 

sclama jangka waktu sewa; 
f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan ti dr I 

kategori bentuk kelembagaan penyewa; ._ 
g. ha.k dan kewajiban para pihak; dan 
h. hal lain yang dianggap perlu. 

Pasal 35 

(1) Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
ayat (2) dikelompokkan atas: 
a. kegiatan bisnis; 
b. kegiatan non bisnie; dan 
c. kegiaran soaial. 

(2) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf 
a. diperuntukkan bagi kegiatan yang bercrientaei untuk mencari 

keuntungan, antara lain: 
b. perdagangan; 
c. jasa; dan 
d. industri. 

(3) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud parla ayat (I) huruf 
b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau 
jasa yang diberikan narnun tidak mencari keuntungan, antara lain: 
a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah 

tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun 
immateril; 

b. penyelenggaraan pendidikan nasional; 
c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan 

dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan 
d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis. 

(4) Kelompok kegiatan sosial sehagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c 
diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas 
bnrang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari 
keuntungan, antara lain: 
a. pelayanan kepentingan umum yang tidak mcmungut biaya dan/atau 

tida.k terdapat potenai keuntungan; 
b. kegiatan sosial; 
c. kegiatan keagamaan; 
d. kegiatan kemanusiaan; 
e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kcgiatan pcmcrintahan; dan 
f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial, 

Pasal 34 



( I) Sewa berakhir apa bila: 
a. berakhirnyajangka waktu sewa; 
b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan 

pencabutan persetujuan sewa oleh Bupati atau Pengelola Ba.rang, 
c. Bupati atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam 

rangka pengawasan dan pengendalian; dan 
d. kctcntuan lain sesuai peraturnn perundang-undangan. 

(2) Penyewa wajib menyerahkan Barang Milik Daerah pada saat berakhirnya 
sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal rr 
fungsi dan peruntukannya. l,, [ l 

PASAI 38 

Pasal 37 

(1) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak 
ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang. 

(2) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah dapat lebih dari 5 (lima) tahun 
dan dapat diperpanjang untuk: 
a. kerja sama infrastruktur; 
b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang rnemerlukan waktu sewa 

lebih dari 5 (lima) tahun; atau 
c. ditentukan lain dalam Undang-Undang. 

(3) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah dalam rangka kerja sama 
infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayac (2) huruf a paling lama 
10 (scpuluh) tahun dan dapat diperpanjang l (sacu) kali. 

(4) .Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah untuk kegiatan dengan 
karakteristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan 
perhitungan hasil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang 
berkompeten. 

(1) Hasil sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah dan 
seluruhnyo. wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. 

(2) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling 
lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa 
Barang Milik Daerah. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 
(2), penyetoran uang sewa Barang Milik Daerah untuk KSPI dapat 
dilakukan secara bertahap dcngan pcrsetujuan Pengelole Barang. 

(4) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 
dileporkan kepada Bupati. 

(5) Penyetoran uang sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dituangkan dalam perjanjian Sewa. 

Pasal 36 

(3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa 
ditanggung pcnyewa. 



Pasal 43 

( l) Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan antara: 
a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 
b. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi; dan/atau 
c. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Lain; 

Pasal 42 

( l) Pinjam Pakai dilaksanakan dengan pertimbangan: 
a. mengoptimalkan Barang Milik Daerah yang belum atau tidak 

dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Pengguna Barang; dan 

b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
(2) Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek 

Pinjam Pakai. 

Bagian Kelima 
Pinjam Pakai 

Pasal 41 

Ketentuan mengenai Sewa Barang Milik Daerah diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

Dalam hal Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang 
disewakan hilang selarnajangka waktu sewa, penyewa wajib melakukan ganti 
rugi sesuai kerentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal40 

Pasal 39 
( l] Perubahan bentuk Barang Mtlik Daerah dilakukan dengan persetujuan: 

a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola 
Barang; dan 

b. Pengelola barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 
Pcngguna Barang. 

(2) Perubahan bentuk Barang Milik Daerah sebagrumana dimaksud pad a ayat 
(1) dilaksanakan tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan. 

(3) Dalam hal perubahan bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan adanya penambahan, bagian yang 
ditambahkan menjadi Barang Milik Daerah dan disertakan dalam Berita 
Acara Serah Terima (BAST) pada saat berakhimyajangka waktu sewa. 

(3) Penyerahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalarn Serita Acara Serah Terima (BAST). 

(4) Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan pengecekan 
Barang Milik Daerah yang disewakan sebelum ditandatanganinya Berita 
Acara Serah Terima (BAST) guna memastikan kelayakan kondisi Barang 
Milik Dacrah bcrsangkutan. 

(5) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sctclah scmua kcwajiban pcnycwa 
dipenuhi. 



Pasal 47 

(1) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta 
ditandatangani oleh: 
a. Peminjam pakai dan Bupati. untuk Barang Milik !Jaerah yang berada 

pada Pcngelola Barang; dan 
b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah 

yang berada pada Pcngguna Barang. l l f J_ 

(1) Selama jangka waktu Pinjam Pakai. peminjam pakai dapat mengubah 
bentuk Barang Milik Daerah, sepanjang tidak mengakibatkan pcrubahan 
fungsi dan/atau penurunan nila.i Barang Milik Daerah. 

(2) Perubahan bentuk Barang Milik Daerah sebaga.imana dimaksud pada 
ayat (1): 
a. tanpa diserta.i dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar 

Barang Milik Daerah; atau 
b. diserta.i dengan perubahan bentuk tlan/atau konstruksi dasar 

Barang Milik Daerah. 
(3) Usulan perubahan bernuk Barang Milik Daerah sebagairnana dimaksud 

pada ayat (2), dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan 
bentuk oleh peminjam pakai kepada: 
a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola 

Barang; dan 
b. Pengelola Oarang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pengguna Barang. 
(4) Perubahan bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b, dilakukan setelah mendapat persetuiuan Bupati. 

Pasal 46 

Pasal45 

Jangka waktu Pinjarn Pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun 
dan dapat diperpanjang l (satu) kali. 

(2) Objek Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, dapat dilakukan 
untuk sebagian atau kcscluruhannya. 

Pasal 44 

(1) Objek Pinjam Pakai meliputi Barang Milik Daerah berupa: 
a. ta.nah dan/atau bangunan; dan 
b. selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola 

Barang/Pengguna Barang. 

(2) Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilakukan oleh: 
a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pengetola Barang; dan 
b. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pengguna Barang. 
(3) Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang/ Pengguna Barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan 
persetujuan Bupati. 



(1) Sela.ma jangka wa.ktu pcngoperasian, mitra KSP dilarang menjamink~ 
atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kl.l r ! 

{l) Pihak yang dapat menjadi mitra KSP Barang Milik Daerah meliputi: 
a. Badan Usaha Milik Negara; 
b. Sadan Usaha Milik !Jaerah; dan/atau 
c. Swasta, kecuali peroranga:n. 

(2) Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk Barang Milik !Jaerah 
yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung. 

(3) Barang Milik Daerah yang bersifar khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) memiliki karakterisuk: 
a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. barang yang memiliki tingkat kornpleksitas khusus seperti bandara 

udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan 
bendungan/wa.duk; 

c. barang yang dikerjasamakan dala.rn investasi yang berdasarkan 
perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau 

d. barang lain yang ditetapkan Bupati. 

Pa.sal 5 l 

Pasal 50 

Pasal49 

(1) KSP Barang Milik Daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: 
a. mengoptimalkan daya guna dan basil guna Barang Milik Daerah; 

dan/atau 
b. meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah. 

(2) KSP atas Barang Milik Daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau 
tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya 
operasional, pemeliharaan, dan/ atau perbaikan yang diperlukan 
terhadap Darang Milik Daerah yang dikerjasamakan. 

Bagian Keenam 
Kerja Sama Pemanfaatan 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pinjarn Pakai diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

(2) Perjanjian sebagairnana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. dasar perjanjian; 
c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian; 
d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; 
e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan 

selamajangka waktu pemJnjaman; 
r. hak dan kewajiban para pihak; dan 
g. persyaratan lain yang dianggap perlu. 

(3) Salinan perjanjian Pinjam Pakai sebagairoana dimaksud pada ayat (l) 
huruf a disampaikan kepada Pengguna Barang. 

Pasal 48 



(1) Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP antara Bupati atau 
Pengelola Barang dengan mitra KSP setelah diterbitkan keputusan 
pelaksanaan KSP oleh Bupati. 

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (JI ditandatangani oleh {Jitri, 1 

KSP dan: j e.. f .I.. 

Pasal SS 

(2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tcrdiri 
atas: 
a. kontribusi tetap; dan 
b. pembagian kcuntungan. 

(3) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP 
sebagalmana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari hasil pcrhitungan 
Tim yang dibentuk olch Bupati. 

Pasal 53 

(1) Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan 
fasilitas yang diadakan oleh rnitra KSP. 

(2) Sarana dan fasilitas hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
antara lain: 
a. peralatan dan mesin; 
b. jalan, irigasi, dan jaringan; 
c. aset tetap lainnya; dan 
d. aset lainnya. 

(3) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari 
pelaksanaan KSP. 

(4) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Barang Milik 
Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian 
atau pada saat berakhirnya perjanjian. 

Pasal 54 

(1) Hasil KSP Barang Milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur 
terdiri atas: 
a. penerimaan Daerah yang harus disetorkan selamajangka waktu KSP 

Barang Milik Daerah; dan 
b. infrastruktur beserto fusilitasnya haeil KSP Barang Milik Daerah. 

(1) Objek KSP meliputi Barang Milik Daerah berupa: 
a. tanah dan/atau bangunan; dan 
b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola Rarang 

I Pengguna Barang. 
(2) Objek KSP Barang Milik Daerah berupa tanah dari/atau bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk 
sebagian atau keseluruhannya. 

Pasal 52 

(2) Pengawasan atas pelaksanaan KSP oleh mitra KSP dilakukan oleh: 
a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah pada Pengelola 

Barang; dan 
b. Pengguna Barang, unruk Barang Milik Daerah pada Pengguna 

Barang. 



Pasal 59 

(1) BGS/BSO Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: 
a Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pe}1yan81/ 
umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan It i r 1 

Bagian Ketujuh 
Bangunan Guna Serah atau Bangunan Serah Cuna 

Pasal 58 

Ketentuan mengenai KSP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

KSP berakhir dalam hal: 
a. berakhimyajangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian; 
b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Bupati atau Pengelola 

Barang: 
c. berakhirnya perjanjian KSP; dan 
d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 57 

(I) Jangka waktu KSP paling lama 30 (tlga puluh) tahun sejak perjanjian 
ditandatangani dan dapat diperpanjang. 

(2) Dalam ha! KSP atas Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyediaan 
infrastruktur, jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak 
perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang. 

Pasal 56 

a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola 
Barang; atau 

b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang beracla pada 
Pengguna Barang. 

(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. dasar perjanjian; 
b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian: 
c. objek KSP; 
d. hasil KSP berupa barang, jika ada; 
e. peruntukan KSP; 
f. jangka waktu KSP; 
g. besaran kontribusi tetap dan pembagian keunrungan serta 

mekanisme pembayarannya; 
h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
i. ketentuan mengenai berakhirnya KSP; 
J. sanksi; dan 
k. penyelesaian perselisihan. 

(4) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam 
bentuk Akta Notaris. 

(5) Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah mitra KSP 
menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama kepada 
Pengelola Barang/ Pengguna Ba.rang. 

(6) Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian KSP. 



pada ayat t er J. 

Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan deogan 
berpedoman pada mekanisme sesuai ketenruan peraturan perundang­ 
undangan. 
Hasil pemilihan mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud 
(2) ditetapkan oleh Bupati. 

(6) 

(4) Pemilihan rmtra l:SGS/1:SSG dilakukan melalut tender. 
(5) 

Pasal 61 

(1) Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola Barang. 
(2) Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi: 

a. badan usaha milik negara; 
b. badan usaha milik Daerah; 
c. swasta, kecuali perorangan; dan/atau 
d. badan hukum lainnya. 

(3) Dalarn ha! mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
membentuk konsorsiurn, mitra BGS/BSG harus membcntuk badan 
hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama 
mitra BGS/BSO dalam perjanjian BGS/BSG. 

(1) Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu 
pengoperasian: 
a. wajib mcmbayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap 

tahun sesuai besaran yang telah ditetapkan; 
b. wajib memelihara objek BOS/BSO; dan 
c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindah-tangankan: 

1 tanah yang rnenjadi ohjek BGS/BSG; 
2. hasil BOS yang digunakan langsung unluk penyelenggaraan 

rugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau 
3. hasil BSG. 

(2) Mitra BOS Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek BOS kepada 
Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit 
oleh aparat pengawasan intern pernerintah. 

Pasal 60 

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk 
penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. 

(2) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan 
BGS/BSG harus dilengkapi dengan lzin Mendirikan Bangunan (IMB) 
atas nama Pemerintah Daerah. 

(3) Pembiayaan BGS/BSG dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. biaya persiapan BGS/t:!SG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau 

Pengguna Barang sampai dcngan pcnunjukan mitra BGS/BSG 
dibebankan pada APBD; 

b. biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra 
BGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra 
yang bersangkutan. 

(4) BGS/BSG Barang Milik Daerah sebagairnana dimaksud pA<IR Ry11t (1) 
dilaksanakan old, Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan 
Bupati. 



Pasal64 

(1) Dalam pelaksanaan BGS/BSG, mitra BGS/BSG dapat melakukan 
perubahan dan/atau penrunbahan hasil BGS/BSG. 

(2) Perubahan dan/atau penarnbahan basil BGS/BSG sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dapat dilakukan sesuai dengan penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dan/atau untuk program-program 
nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana 
dimaksud pada ayat (!) dilakukan dengan cara addendum perjanjian 
BGS/BSG. 

(4) Addendum perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada at t: {/l 

( l) Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra 
BGS/BSG mcrupakan hasil BGS/BSG. 

(2) Sarana dan fasilitas basil BGS/BSG sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1), antara lain: 
a. pcralatan dan mesin; 
b, jalan, irigasi dan jaringan; 
c. aset tetap lainnya; dan 
d. aset lainnya. 

(3) Gedung, bangunan, sarana dan Iasilitas sebagaimnna dirnaksud pada 
ayat (l) menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada 
Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnyo. 
perjanjian. 

(4) Penetapan status Penggunao.n Barang Milik Daerah sebagai hasil dari 
pelaksanaan BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dilaksanakan oleh Bupati, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Perangkat Daerah terkait. 

Pasal 63 

(1) Objek BGS/BSG meliputi: 
a. Barang Milik Daerah berupa tanah yang berada pada Pengelola 

Barang; atau 
b. Barang Milik Daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna 

Barang. 
(2) Dalam ha! Barang Milik Daerah berupa tanah yang status 

penggunaannya berada pada Pengguna Barang sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (11 huruf b telah direncanakan untuk penyelenggaraan iugas 
dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, BGS/BSG dapat 
dilakukan setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati. 

(3) BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh 
Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai 
rugas dan fungsinya. 

(4) Keikutsertaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan BGS/BSG, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mulai clari tahap peraiapan 
pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan penyerahan 
hasil BGS/BSG. 

Pasal 62 



(1) Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian. 
(2) Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditandatangani antara Bupati dengan mitra BGS/BSG. 
(3) Perjanjian sebagatmana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 

memuat: 
a. dasar perjanjian; 
b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
c. objek BGS/BSG; 
d. hasil BGS/BSG; 
e. peruntukan RGS/RSO; 
f. jangka waktu BGS/BSG; 
g. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya; 
h. besaran hasil BGS/BSO yang digunakan langsung untuk tugas dan 

fungsi Pengelolo. Bo.ro.ng/Pengguna Barang; 
i. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
j. ketentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG; 
k. sanksi; 
I. penyelesaian perselisihan; dan 
m. persyaratan lain yang dianggap perlu. 

(4) Perjanjian BGS/BSO sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dituangkan 
dalam bentuk Akta Notaris. 

(5) Penandatanganan perjanjian BGS/BSG dilakukan setelah mitra 
BGS/BSG menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tahunan 
pertama kepada Pemerintah Daerah. 

(6) Bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu dokurnen pada lampiran 
yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian BGS/Bt·t { J._ 

Pasal 67 

(2) Jangka waktu BGS/BSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
berlaku untuk l (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan 
perpanjangan. 

Pasal 66 

(1) .Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak 
perjanjian ditandatangani. 

Pasal 65 

BOS/BSO Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan bentuk: 
a. BOS/1:lSG Barang Milik Daerah atas tanah yang berada pada Pengelola 

Barang; dan 
b. BGS/1:lSG l:larang Milli< Daerah atas tanah yang berada pada Pengguna 

Darang. 

a. tidak melebihi jangka waktu pa.ling lama 30 (tiga puluh) tahun; dan 
b. menghitung kembali besaran kontribusi yang ditetapkan 

berdasarkan hasil perhirungan Tim yang dibentuk oleh Bupati. 
(5) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mernperoleh 
persetujuan Rupati. 



perjanjian. 

(2) 

(1) Kewajiban Mitra KSPI selamajangka waktu KSPI adalah: 
a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtanga.n kan 

Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSPJ; 
b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPI; dan 
c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang 

terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan 
pada saat perjanjian dimulai (clawback). 

Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI kepada 
Pemerintah Daerah pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI sesuai t g f i 

PasaJ 71 

Pasal 70 

KSPI atas Rarang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan: 
a. dalarn rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur 

guna mendukung cugas dan fungsi pemerintahan; 
b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk 

penycdiaan infrastruktur; dan 
c. termasuk dalarn daftar pnoritas program penyediaan infrastruktur yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

Bagian Kedelapan 
Kerja Sama Penyediaan lnfrastruktur 

Ketentuan lebih lanjut mengenai BGS/BSG diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 69 

Pasal 68 

(1) BGS/BSG berakhir dalam ha!: 
a. berakhimya jangka waktu RGS/BSG sebagaimana tertuang dalam 

perjanjian BGS/BSG; 
b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati; 
c. berakhimya perjanjian BGS/BSG; dan 
d. kctcntuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengakhiran BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam ha! mitra 
BGS/BSG tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam 
perjanjian dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, antara lain: 
a. mitra BGS/BSG terlambat membayar kontribusi tahunan sebanyak 

3 (tiga) kali berturut-turut; 
b. mitra BGS/BSG tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 

(tiga) kali berturut-rurut; atau 
c. mitra BGS/BSG belum memulai pembangunan dan/atau tidak 

menyelesaikan pembangunan sesuai dengan perjanjian, kecuali 
dalam keadaan force majeure. 

(3) Pengakhiran BOS/BSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dilakukan olch Bupati sccera tertulis. 



( 1) Jangka waktu KSPI atas Barang Milik Daerah paling lama 50 (lima puluh) 
tahun seja.k perjo.njian ditandatangani dan dapat diperpa.njang. 

(2) Jangka waktu KSPI atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupari. 

(3) Jangka waktu KSPI at.as Barang Milik Daerah dan perpanjangan 
sebagaimana climaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian KSPI 
at.as Bara.ng Milik Daerah. ' l { ~ 

Pasal75 

(1) Objek KSPI meliputi: 
a. Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau 
b. Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang. 

(2) Objek KSPI atas Barang Milik Daerah meliputi: 
a. tanah dan/atau bangunan; 
b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan; atau 
c. selain ta.nah dan/atau bangunan. 

Pasal 74 

(1) PJPK KSPI atas Barang Milik Daerah adalah pihak yang ditunjuk 
dan/atau ditetapkan sebagai PJPK dalam rangka pelaksanaan kerja 
sama Pemerintah Daerah dengan bada.n usaha. 

(2) Pihak yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK sebagaimana 
dimaksud pa.da ayat (1) mempedomani ketentuan perturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 73 

Pasal 72 
(1) Pihak yo.ng dapat rnelnksannknn KSPI adalab: 

a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 
Pengelola Barang; atau 

b. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 
Pengguna Barang. 

(2) KSPI atas Barang Milik Daerah dilakukan antara Pemeriruah Daerah dan 
badan usaha. 

(3) Sadan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah badan usaha 
yang berbentuk: 
a. Perseroan Terbatas; 
b. Sadan Usaha Milik Negara; 
c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau 
d. Koperasi. 

(3) Barang hasil KSPI sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) menjadi Barang 
Milik Daerah sejak diserahkan kepada Pernerinrah Daerah sesuai 
perjanjian. 

(4) Penetapan mitra KRPT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
peru ndang-u ndanga.n. 



perundang- 

I tf l undangan. 

KSPI atas Barang Milik Daerah berakhir dalam hal: 
a. berakhimya jangka waktu KSPI atas Barang Milik Daerah; 
b. pengakhiran perjanjian KSPI atas Barang Milik Daerah secara sepihak 

oleh Bupati; acau 
c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

Pasal 78 

(1) Perjanjian KSPI atas Ba.rang Milik Daerah sekurang-kurangnya memuat: 
a. dasar perjanjian; 
b. identitas para pihak; 
c. Barang Milik Daerah yang menjadi objek pernanfaatan: 
d. peruntukan pemanfaatan; 
e. hak dan kewajiban; 
f. jangka waktu pemanfaatan; 
g. besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran; 
h. ketentuan mengenai berakhirnya pemanfaatan; 
1. sanksi; dan 
J. penyelesaian perselisihan. 

(2) Perjanjian KSPI atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dituangkan dalam bcntuk Akta Notaris. 

Pasal 77 

( l) Hasil dari KSPI atas Barang Milik Daerah terdiri atas: 
a. barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta rasilitasnya yang 

dibangun oleh mitra KSPI; dan 
b. pernbagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang 

ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback). 

(2) Infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: 
a. bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan prasa.rana; 
b. pengembangan infrastruktur berupa pcnambahan dan/atau 

peningkatan terharlap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas 
infrastrukcur; dan/atau 

c. hasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan dan/atau 
peningkatan terhadap kapaettas, kuancitas dan/atau kualitas 
infrastruktur la.innya. 

(3) Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagairnana dimaksud pada 
ayat (I) huruf b rnerupakan penerirnaan Pemerintah Daerah yang harus 
disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. 

Pasal 76 

(4) Perpanjanganjangka waktu KSPI atas Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan apabila terjadi 
government force majeure, seperti dampak kebijakan pemerintah yang 
disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. 

(5) Perpanjanganjangka waktu KSPI atas Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diajukan pennohonannya paling lama 6 (enam) 
bulan setelah qovemment force majeure terjadi. 



(1) Pemeliharaan sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 82 berpedola{)pada 
Daftar Kebutuhan Perneliharaan Barang Milik Daerah, 't f i 

Pasal 83 

Pasal 82 

(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang 
bertanggungjawab atas pemeliharaan Harang Milik Daerah yang berada 
dalam penguasaannya. 

(2) Pemeliharaan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) bertujuan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua Barang 
Milik Daerah agar selalu dalam keadaan bai.k dan layak serta siap 
digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 

(3) l)alam rangka mencapai tujuan sebagairnana dimaksud pada ayat (3), 
Pemerintah Daerah harus memprioritaskan anggaran bclanja 
pemeliharaan dalam jurnlah yang cukup. 

(4) Biaya pcmcliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dibebankan pada APBD. 

(5) Oalam hal Barang Milik Dacrah dilakukon pemonfantan dengan pihak 
lain, hiaya pemeliharaan rnenjadi tanggungjawab sepenuhnya dari mitra 
pernanfaatan Barang Milik Daerah. 

Bagian Kedua 
Perneliharaan 

(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pcngguna Barang 
wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam 
penguasaannya. 

(2) Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
meliputi pengamanan adrninistrasi, pengamanan fisi.k, pengamanan 
hukum. 

(3) Ketentuan mengenai pengamanan Barang Milik Daerah diatur lcbih lanjut 
dalam Peraturan Bupati. 

Bagian Kesatu 
Pengamanan 

Pasal 81 

BAB IX 
PENGAMANAN DAN PEMELJHARAAN 

Ketentuan lebih lanjut mengenai KSPI diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 80 

(1) Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI 
atas Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang. 

(2) Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI 
atas Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang. 

Pasal 79 



a. pemanfaatan dalarn bentuk Pi.njam Pakai; dan 
b. pemindahtanganan dalam bentuk Hibah. 

Pasal 86 
(1) Pcnilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan 

neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. 
(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikecualikan untuk: 

BABX 
PENILAlAN 

(1) Oalam ran.gka tertib perneliharaan setiap jenis Barang Milik Daerah 
dilakukan pencatatan kartu perneliharaan/perawatan yang dilakukan 
oleh Pengurus Rarang/Pengurus Barang Pembantu. 

(2) Kartu pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
memuat: 
a. nama barang; 
b. spesifikasinya; 
c. tanggal pemeliharaan; 
d. jenis pekerjaan atau pemeliharaannya; 
e. barang atau bahan yang dipergunakan; 
f. biaya pemeliharaan; 
g. pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan 
h. hal-hal lain yang diperlukan. 

Pasal 85 

(I) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan 
Barang yang berada dalam kewenangannya. 

(2) Kuasa Pengguna Barang rnelaporkan hasil pemeliharaan barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pengguna 
Barang untuk dilakukan penelitian secara berkala setiap enam bulan/per 
semester. 

(3) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyusun daftar hasil 
pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satuj tahun anggaran. 

(4) Daftar Hasil Pemeliharaan Ba.rang yang disusun Pengguna Barang atau 
pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 
bahan untuk rnelakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan 
Ba.rang Milik Daerah. 

(5) Penelitian laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dilakukan 
terhadap: 
a. anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan; dan 
b. target kinerja dan realisasi target kinerja pemeliharaan. 

(6) Pengguna Ba.rang melaporkan/menyampaikan Daftar Hasil Pemeliharaan 
Ba.rang tersebut kepada Pengelola Ba.rang secara berkala. 

Pasal 84 

(2) Daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari daftar kebutuhan Barang 
Milik Daerah. 



(1) Dalam kondisi tcrtentu, Bupati dapat melakukan penilaian kembali 
dalam rangka koreksi atas nilai Barang Milik Daerah yang telah 
ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah. 

(2) Penilaian kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses 
revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai 
standar penilaia:n. 

(3) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah 
dilakeanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati 
dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara 
nasional. 

(4) Ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) adalah kebijakan yang diteta1an oleh 
pemerintah untuk seluruh entitas Perneriritah Daerah. t t f J. 

Pasal 88 

Pasal 87 

(1) Penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka pemanfaatan atau 
pemindahtanganan: 
a. untuk tanah dan/atau bangunan, dilakukan oleh : 

1. Penilai Pemerint:ah; atau 
2. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati; 

b. untuk selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Panitia 
Penaksir Harga yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan 
Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan Bupati. 

(2) Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf a angka 2 
merupakan Penilai selain Penilai Pemerintah yang mcmpunyai izin 
praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh 
pemerintah. 

(3) Panitia Penaksir Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b 
merupakan panitia yang dibentuk oleh Dupati yang unsumya terdiri dari 
Perangkat Daerah/Unit Kerja rerkait. 

(4) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(51 Nilai wajar sebagairoana dimaksud pada ayat (4) yang diperoleh dari hasil 
pcnilaian oleh Penilai Pernerintah atau Penilai Publik menjadi tanggung 
jawab Penilai yang bersangkutan. 

(6) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh 
Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian Barang 
Milik Daerah hanya merupakan nilai taksiran. 

(7) Hasil penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalarn rangka penyusunan neraca 
Pernerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

(4) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian Barang Milik Daerah 
dibebankan pada APBD. 



Pasal 90 

(I] Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Pengelola 
Barang dilaksanakan sctclah mcndapat pcrsctujuan dari: 
a. DPRD, untuk: 

I. tanah dan/atau bangunan; atau 
2. selain tanah dan/atau bangunan yang bemilai lebih dari 

RpS.000.000.000,- (lima milyar rupiah); 
b. Bupati, untuk selain tanah dan/atau bangunan yang bemilai sampai 

dengan RpS.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); 

(2) Pernindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak 
memerlukan persetujuan DPRD, apabila: 
a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah 

disediakan dalam dokumen penganggaran; 
c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan; 
d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau 
e. dikuasai Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang 

tclah mcmiliki kckuatan hukurn tctap dan/atau berdaearkan 
ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya 
dipertahankan tidak layak secara ekonornis. 

(3) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola 
Barang sctclah mendapatkan persetujuan Bupati. 

(4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b 
merupakan: 
a. nilai wajar, untuk Pemindahtanganan dalam bentuk: 

1. Penjualan; 
2. Tukar Menukar; dan 
3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; 

b. nilai perolehan, untuk Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah. 

(5) Usu! unruk mcmperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a diajukan oleh Bupati. { t ~ 

Pasal89 

(1) Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas 
Pemerintahan Daerah dapat dipindahtangankan. 

(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan cara: 
a. Penjualan; 
b. Tokar Menukar; 
c. Hibah; dan 
d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB XI 
PEMINDAHTANGANAN 



Pasal 92 

(1) Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam ha! 
tertentu. 

(2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penjualan 
Barang Milik Daerah yang tcrbuka untuk umum dengan penawaran harga 
secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun 
untuk mencapai harga tertinggi. 

(3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayac (2) dilaksanakan setelah 
dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat Jelang. 

(4) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. Barang Milik Daerah yang bersifat khusus atau diatur secara khusus 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara Jain: 
1. rumah negara golongan lil yang dijual kepada penghuninya yang 

sah; 
2. kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada: 

a) Bupati; 
b) Wakil Bupati; 
c) Mantan Bupati; 
d) Mantan Wakil Bupati. 

b. Barang Milik Daerah lainnya yang diterapkan lebih lanjut oleh Bupati, 
antara lain: 
l. tanah dan/atau bangunan yang akan digunaka.n untuk 

kepentingan umum; 
2. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya 

digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil 
Daerah yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 

3. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan 
kabar (force majeure); 

4. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijuaJ kepada 
pemilik tanah tersebut; t l r i 

(1) Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: 
a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak 

diguna.kan/dimanfaatkan; 
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila dijual; 

dan/atau 
c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Barang Milik Daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Barang Milik Daerah yang 
tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. 

Bagian Kedua 
Penjualan 

PasaJ 91 

(6) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) 
dilakuka.n per tiap usulan. 



Pasal 94 

(1) Barang Milik Daerah yang tidak laku dijual pada lelang pert.ama, 
dilakukan lelang ulang sebanyak l (satu) kali. 

(2) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan penilaian ulang. 

(3) Dalam hal serelah pelaksanaan lelang ulang, Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang 
menindaklanjuti dengan kegiatan: 
a. untuk tanah dan/atau bangunan: 

l. Penjualan tanpa lelang; 
2. Tukar Menukar; 
3. Hibah; 
4. Pcnyertaan Modal Pemerintah Daerah; atau 
5. pemanfaatan; 

b. untuk selain tanah dan/atau bangunan: 
1. Penjualan tanpa !clang; 
2. Tukar Menukar; 
3. Hibah; atau 
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. 

(4) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) atas Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan 
Bupati untuk masing-masing kegiatan yang bersangkutan. l t { ! 

(l) Dalam rangka penjualan Ba.rang Milik Daerah dilakukan penilaian untuk 
mendapatkan nilai wajar. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah bagi penjualan Barang Milik Daerah berupa tanah yang 
diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana, yang nilai 
jualnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan yang 
ditetapkan sesuai ketenruan peraruran perundang-undangan. 

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 87. 

(4) Penentuan nilai dalam rangka penjualan Barang Mili.k Daerah secara 
lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan dengan 
mcmperhitungkan faktor penyesuaian. 

(5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rnerupakan limil/bat.asan 
terendah yang disampaikan kepada Bupati, sebagai dasar penetapan 
nilai limit. 

(6) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah 
harga minimal barang yang a.kan dilelang. 

(7) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati 
selaku penjual. 

Pasal 93 

5. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun 
kembali; atau 

6. selain tanah dan/atau bangunan yang tida.k memiliki bukti 
kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rpl .000.000,00 [satu 
juta rupiah) per unit. 



(3) Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan 
persyaratan sebagai berikut: 
a. memenuhi persyaratan teknis, antara lain: 

1. Barang Milik Daerah secara fisik tidak dapat digunakan kareni, 
rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki; t t r .L 

(I) Objek penjualan adalah Barang Milik Daerah yang berada pada PP.ngelolA 
Barang/Pengguna Barang, meliputi: 
a. tanah dan/atau bangunan; dan 
b. selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Penjualan Barang Milik Daerah herupa tanah rlan/atau bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan 
persyaratan sebagai berikut: 
a. mernenuhi persyaratan teknis, antara lain: 

1. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata 
ruang wilayah; 

2. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapat 
digunakan dalarn rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 
pcnyclcnggaraan tugas Pemerintah Daerah; 

3. tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya 
diperuntukkan bagi pernbangunan perumahan pegawai negeri sipil 
Pemerintah Daerah yang bersangkuta.n; 

4. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau 
5. Barang Milik Daerah yang menganggur (idle) tidak dapat dilakukan 

penetapan status penggunaan atau pemanfaat.an; 
b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih 

menguntungkan bagi Daerah apabila Barang Milik Daerah dijual, 
karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar 
daripada manfaat yang diperoleh; dan 

c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni Barang Milik Daerah tidak 
terdapat permasalahan hukum. 

Pasal 96 

Pasal 95 

( 1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah wajib disetorkan seluruhnya ke 
rekening kas umum Daerah. 

(2) Dalam hal Barang Milik Daerah berada pada Badan Layanan Umum 
Daerah (BLUD) maka: 
a. Pendapatan Daerah dari Penjualan Barang Milik uaerah dalam rangka 

penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dcngan tugas dan fungsi 
Sadan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan penerimaan 
Daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan 
Umum Dacrah (BLUD); dan 

b. Pendapatan Daerah dari Penjualan Barang Milik Daerah dalarn rangka 
selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Sadan Layanan Umum 
Daerah (BLUD) merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan 
seluruhnyo. ke rekening kas umum Daerah. 

(5) Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, Hibah, atau 
penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak 
dapat clilaksanakan, dapat dilakukan pcmusnahan. 



( 1) Tokar menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: 
a. untuk memenuhi kebutuhan operasional rrn: 

pemerintahan; ~ t r °' 

Pasal98 

Bagian Ketiga 
Tokar Menukar 

Kctcntuan lebih lanjut mengenai penjualan Barang Milik Daerah diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

2. Barang Milik Daerah secara teknis tidak dapat digunakan lagi 
akibat modernisasi; 

3. Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan 
karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat 
penggunaan, seperti terkikis, hangus, dan lain-lain scjenisnya; 
a tau 

4. Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan 
karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran 
disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau 
pengangkutan; 

b. memenuhi persyaratan ekonomis, yak.ni secara ekonomis lebih 
mengunrungkan bagi Pemerintah Daerah apabila Barang Milik Daerah 
dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar 
daripada manfaat yang diperoleh; dan 

c. mernenuhi persyaratan yuridis, yakni Barang Milik Daerah tidak 
terdapat permasalahan hukum. 

(4) Penjualan Barang Milik Daerah berupa tanah kavling yang menu rut awal 
perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan 
perumahan pegawai negeri Pemerintah Daerah yang bersangkuran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dilakukan dengan 
persyaratan: 
a. pengajuan pennohonan Penjualan disertai dengan bukti perencanaan 

awal yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk 
pembangunan perumahan pegawai negeri Pemerintah Daerah yang 
bersangkutan; dan 

b. penjualan dilaksanakan langsung kepada masing-masing pegawai 
negeri sipil Pernerintah Daerah yang bersangkutan yang ditetapkan 
oleh Bupati. 

(5) Penjualan Barang Milik Dacrah berupa kendaraan bcnnotor dinas 
operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan 
scbagai berikut: 
a. berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun: 

1. tcrhitung mulai tanggal, bulan dan tahun perolehannya sesuai 
dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau 

2. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai 
dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru; 

b. kendaraan bcrmotor rusak berat dengan sisa kondisi Cisik setinggi­ 
tingginya 300/o (tiga puluh persen] berdasarkan surat keterangan 
tertulis dari instansi yang berkompeten, untuk kendaraan bermotor 
berusia sebelum 7 (tujuh) tahun. 

Pasal 97 



PasaJ 101 

( 1) Tokar mcnukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan: 
a. aspek teknis, antara lain: 

1. kebutuhan Pengelola Barang/ Pengguna Ba rang; dan 
2. spesifikasi barang yang dibutuhkan; 

b. aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai Barang Milik: Daerah 
yang dilepas dan nilai barang pengganti; t t t J. 

Pasal l 00 

(1) Tokar Menukar Barang Milik Daerah dapat berupa: 
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati; 
b. tanah dan/atau hangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan 
c. selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Tarrah dan/atau hangunan yang berada pada Pengguna Baro.ng 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b antara lain tanah dan/atau 
bangunan yang masih dipergunakan untuk penyclcnggaraan tugas dan 
fungsi Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wiJayah 
atau penataan kot.a. 

(3) Tokar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
Pengelola Barang. 

Pasal 99 

(1) Tokar Menukar Barang Milik Daerah dapar dilakukan dengan pihak; 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Daerah lainnya; 
c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik 

pemerintah lainnya yang dimiliki negara; 
d. Pemerintah Desa; atau 
e. Swasta. 

(2) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah pihak swasta, 
baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan. 

b. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; dan 
c. tidak tersedia dana dalam APBD. 

(2) Tokar menukar sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditempuh apabila 
Pemerintahan Daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau 
bangunan pengganti. 

(3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tokar 
Mcnukar dapat dilakukan: 
a. apabila Barang Milik Daerah berupa tanah dan/Atau bangunan sudah 

udak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 
b. guna menyatukan Barang Milik Daerah yang lokasinya terpencar: 
c. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Pemerintah 

Pusat/Pemerintah Daerah; 
d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objck tukar 

menukar adalah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan;dan/atau 

e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau keientuan 
peraturan perundang-undangan, apabila objek tukar menukar adalah 
Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan 



Pasal 104 

(1) Apabila pelaksanaan Tukar Menukar mengharuskan mitra Tukar 
Menukar membangun bangunan baning pengganti, mitra Tokar Mcnukar 
menunjuk konsultan pengawas dengan persetujuan Bupati berdasarkan 
pertimbangan dari Perangkat Daerah terkait, 

(2) Konsultan pengawas scbagaimana dimaksutl pada ayat (1) merupakan 
badan hukum yang bergerak di bidang pengawasan konstruksi. 

(3) Biaya konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (~menjadi 
tanggungjawab mitra Tokar Menukar. K,; l r d. 

Pasal 103 

(J) Nilai barang pengganti atas Tokar Menukar paling sedikit seimbang 
dengan nilai wajar Barang Milik Daerah yang dilepas. 

(2) Apabila nilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai wajar Barang 
Milik Daerah yang dilepas, mitra Tukar Menukar wajib menyetorkan ke 
rekening kas umum Daerah atas sejurnlah selisih nilai antara nilai wajar 
Barang Milik Daerah yang dilepas dengan nilai barang pengganti. 

(3) Penyetoran selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Serita Acara Serah 
Terima (BAST) ditandatangani. 

(4) Sclisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan 
dalam petjanjian Tokar Menukar. 

Pasal 102 

(1) Barang pengganti Tokar Menukar dapat berupa: 
a. barang sejenis; dan/atau 
b. barang tidak sejenis. 

(2) Barang pengganti utama Tokar Menukar Barang Milik Daerah berupa 
tanah, harus berupa: 
a. tanah; atau 
b. tanah dan bangunan. 

(3) Rarang pengganti utama Tokar Menukar Barang Milik Dacrah berupa 
bangunan, dapat berupa: 
a. tanah; 
b. tanab dan bangunan; 
c. bangunan;dan/atau 
d. selain tanah dan/atau bangunan. 

(4) Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus 
berada dalam kondisi siap digunakan pada tanggal penandatanganan 
perjanjian Tokar Menukar atau Serita Acara Serah Terima (BAST). 

c. aspek yuridis, antara lain: 
l. tata ruang wilayah dan penataan kota; dan 
2. bukti kepemilikan 

(2) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap 
Barang Milik Daerab berupa tanah dan/atau bangunan, Bupati dapat 
memberikan alternatif bentuk lain pengelolaan Barang Milik Daerah atas 
permohonan persetujuan Tokar Menukar yang diusulkan oleh Pengelola 
Barang/Pengguna Barang. 



Pasal 109 

(1) Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan: 
a. bukan merupakan barang rahasia negara; 
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hid up orang banyak; 

a tau 
c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas =rru 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah. ~ t r o. 

Pasal 108 

( l) Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk 
kepentingan: 
a. sosial; 
b. budaya; 
c. keagamaan; 
d. kemanusiaan; 
e. pendidikan yang bersifat non korneraial; 
f. penyelenggaraan Pemerintahan Pusat/ Pemerintah Daerah. 

(2) Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat/Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) huruf f terrnasuk hubungan antar negara, hubungan antara 
Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Dacrah, hubungan antara Pernerintah 
Daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan 
kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah 
Pusat Atau Pemerintah Daerah. 

Bagian Keempat 
Hi bah 

Ketentuan mengenai Tukar Menukar Barang Milik Daerah diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 107 

(1) Tokar Menukar dituangkan dalarn perjanjian. 
(2) Perjanjian tukar menukar paling sedikit memuat: 

a. identitas pihak; 
b. jenis dan nilai Barang Milik Daerah; 
c. spesifikasi barang pengganti; 
d. klausal bahwa dokumen kepemilikan barang pengganti 

diatasnamakan Pemerintah Daerah; 
e. jangka waktu penyerahan objek tukar menukar; 
f. hak dan kewajiban para pihak; 
g. ketentuan dalam hal terjadi kahar (force majeure); 
h. sanksi; dan 
i. penyelesaian perselisihan. 

(3) Perjanjian Tukar Menukar ditandatangani oleh rnitra Tokar Menukar 
dengan Bupati. 

Pasal 106 

Pasal 105 

Tukar Menukar dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapatkan 
persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya. 



Bagian Kduutt 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Pasal l 14 
(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah 

dilakukan dalam rangka pendirian, pengernbangan, dan peningkatan 
kinerja Badan Usaha Milik Negara/Sadan Usaha Milik Daerah atau badan 
hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan zarnr_ 
perundang-undangan. i r l 

Ketcntuan lebih lanjut mengcnai Hibah Barang Milik Daerah diatur do.lam 
Peraturan Bupati, 

(1) Hibah dapat berupa: 
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati; 
b. tanah dan/atau bangunan yang bcrada pada Pengguna Barang; dan 
c. selain tanah dan/ a tau bangunan. 

(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau 
bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan 
sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

(3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awa1 

pengadaannya untuk dihibahkan; dan 
b. Barang Milik Daerah selain tanah clan/atau bangunan yang lebih 

optimal apabila dihibahkan. 
(4) Penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat. (I) dilakukan oleh Bupati. 

Po.sal 113 

Pasal 112 

Pasal 111 

Pihak yang dapat menerima Hi bah adalah: 
a. Lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga 

kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial 
berdasarkan akta pendirian, anggaran dasa.r/rumah tangga, atau 
pemyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang 
bersangkutan adalah lernbaga dimaksud; 

b. Pemerintah Pusat; 
c. Pemerintah Daerah lainnya; 
d. Perorangan atau masyarakal yang terkena bencana alam dengan kriteria 

masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

e. Pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(I) Barang Milik Daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana 
ketentuan yang ditetapkan dalam naskah Hibah. 

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola 
Barang. 

(2) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan Hibah ditanggung 
sepenuhnya oleh penerima Hibah. 

Pasal l 10 



Pasal 117 
Penyertaan modal Pernerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan analisa 
kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. t- l { l 

Pasal 116 

(1) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang 
akan disertakan sebagai modal Pernerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 115 ayat ( 1) huruf a dilakukan oleh Bupati, sesuai 
batas kewenangannya. 

(2) Tanah dan/atau bangunan berada pada Pengguna Barang sebagairnana 
dimaksud dalarn Pasal 115 ayat (]) huruf b antara lain tanah dan/atau 
bangunan yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan 
sebagai modal Pernerintah Dacrah sesuai yang tercantum dalam dokumen 
penganggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

(3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bcrada pada 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat(l) huruf 
c antara lain meliputi: 
a. Barang Milik Derah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal 

pengadaannya untuk disenakan sebagai modal Pemerintah Daerah; 
b. Ba.rang Milik Ot,1.1:rt<h aelui.n tanah dan/atau bangunan yang lebih 

optimal untuk disertakan sebagai modal PemP.rintah Daerah. 

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dapat 
berupa: 
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupali; 
b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau 
c. selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah 
sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang 
setelah mendapat persetujuan Bupati, sesuai batas kcwenangannya. 

Pasal 115 

(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: 
a. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen 

penganggaran diperuntukkan bagi Sadan Usaha Milik Negara/Badan 
Usaha Milik Dacrah atau badan hukum lainnya yang dimiliki olch 
negara dalam rangka penugasan pernerinrah; atau 

b. Barang Milik Dacrah lcbih optimal apabila dikclola olch Badan Usaha 
Milik Negara/Sadan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya 
yang dimiliki negara balk yang sudah ada rnaupun yang akan 
dibentuk. 

(3) Penyertaan Modal Pemerintah uaerah ditetapkan dengan Peraturan 
Daer ah. 

(4) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah 
disertakan dalam Penyertaan Modal Pernerintah Daerah kepada Badan 
Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara 
menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti peraturan perundang­ 
undangan. 



(I) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang 
Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a, 
dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam 
penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna 87. e r l_ 

Pasal 124 

BAB XIII 
PENOHAPUSAN 

Pasal 123 

Penghapusan barang milik daerah meliputi: 
a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/ a tau Daftar Barang Kuasa 

Pengguna; 
b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan 
c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemusnahan diatur dalam 
Peraturan Bupati, 

Pasal 122 

Pemusnahan dilakukan dengan cara: 
a. dibakar; 
b. dihancurkan; 
c. ditimbun; 
d. ditenggelamkan; atau 
e. cara lain sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 121 

Pasal 120 

(1) Pemusnahan dilaksanakan oleh: 
a. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk 

Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang; 
b. Pengelola Ba rang serelah mendapat persetujuan Bupati, untuk Barang 

Milik Daerah pada Pengelola Barang. 

(2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati. 

Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan apabila: 
a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat 

dipindahtangankan; atau 
b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

BAB XII 
PEMUSNAHAN 

Pasal 119 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah atas 
Barang Milik Oaerah diatur dalam Peraturan BupaU. 

Pasal 118 



Pasal 126 

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a untuk 
barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan 
mencrbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah 
mendapat persetujuan Bupati. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b untuk 
barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan 
menerbitkan keputusan penghapusan oleh Bupati. 

(3) J.Jikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan Bupati 
sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) adalah untuk barang milik daerah 
yang dihapuskan karena: 
a. pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

125 ayat (11 huruf b; 
b. pemintlahtanganan; atau 
c. pemusnahan. 

(4) Bupati dapat mendelcgasikan persetujuan penghapusan barang milik 
daerah berupa ba.rang persediaan kepada Pengelola Rarang untuk Daftar 
Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna. 

(5) Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (\) <Ian ayat )4) dilaporkan kepada Bupa"t t ~ ! 

Pasal 125 

(1) Barang m.ilik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pcngelola 
Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan 
karena: 
a. penyerahan barang rnilik daerah; 
b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah; 
c. pemindahtanganan atas barang milik; 
d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah 

tidak ada upaya hukum lainnya; 
e. menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan; 
f. pernusnahan; atau 
g. sebab lain. 

(2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan 
sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi 
penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, 
menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dart keadaan 
kahar (force majeure). 

(2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 123 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak 
berada dalam penguasaan Pengelola Barang 

(3) Penghapusan dari Dafta.r Barang Milik Daerah sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 123 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena: 
a. pemindahtanganan atas barang milik daerah; 
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sud.ah 

tidak ada upaya hukum lainnya; 
c. menjalankan ketentuan undang-undang; 
d. pemusnahan: atau 
e. sebab lain. 



Pengelola Barang melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah berupa tanah 
dan/ atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling scdikit 1 (satu) 
kali dalam 5 (limaJ tahun. t t f J 

PR.sal 131 

(1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi Barang .Millk Daerah paling 
sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

(2) Dalam hal Barang Milik Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (I) 
berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi 
dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun. 

(3) Pengguna Barang menyarnpaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling Jama 
3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi. 

Pasal 130 

Bagian Kedua 
lnventarisasi 

(1) Pengelola Barang menghimpun daftar barang Pengguna/Daftar Barang 
Kuasa Pcngguna scbagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2). 

(2) Pengelola Barang rnenyusun daftar Barang Milik Daerah berdasarkan 
hirnpunan daftar barang pengguna/daftar barang kuasa pengguna 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar barang pengelola 
menurut penggolongan dan kodcfikasi barang. 

(3) Dalam daftar Barang Milik Daerah sebagalmana dimaksud pada ayat (2) 
termasuk Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain. 

Pasal 129 

(1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang 
Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar 
Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 

(2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus rnelakukan pendaftaran 
dan pencatatan Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada 
pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang 
Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna mcnurut pcnggolongan dan 
kodefikasi barang. 

(3) J<etentuan lebih lanjut mengenai penggolongan dan kodefikasi barang 
dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur lebih lanjut dengan 
Peruturan Bupati, 

Pasal 128 

Bagian Kesatu 
1-'embukuan 

BAB XIV 
P~NATAUSAHAAN 

Ketentuan lebih Ianjut mengenai Penghapusan Barang Milik Daerah diatur 
dalam Peraturan Dupati. 

Pasal 127 



Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan 
oteh: 
a. Pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban;dan/atau 
b. Pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi. l l { J. 

BAB XVI 
PENOAWASAN DAN PENOENDALIAN 

Pasal 135 

BAB XV 
SISTEM TNFORM.'\SJ MANAJEMEN 

8ARANG MILIK DAERAH 

Pa:lal 134 

(1) Pengelolaan Barang Milik Daerah diselenggarakan dalam Sistem lnfonnasi 
Menajernen Barang Milik Daerah. 

(2) Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) rnerupakan sistern dalarn pengelolaan barang 
milik dacrah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, 
penilaian, pernindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, 
penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

(3) Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah sebagairnana 
dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi secara 
online. 

(1) Pengelola Ba.rang harus menyusun laporan barang pengelola sernesteran 
dan laporan barang tahunan. 

(2) Pengelola Barang harus menghirnpun laporan barang pengguna 
semesteran dan laporan barang pengguna tahunan sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 132 ayat (2) serta laporan barang pengelola 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) scbagai bahan pcnyusunan laporan 
Rarang Milik Daerah, 

(3) Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah, 

Pasal 133 

(1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa 
Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 
untuk disampaikan kepada Pengguna Barang. 

(2) Pengguna Barang menghimpun Laporan 13arang Kuasa Pengguna 
Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
bahan penyusunan laporan barang pengguna semesteran dan tahunan. 

(3) Laporan barang pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Perangkat Daerah 
untuk disampaikan kepada Pengelola Barang. 

Pasal 132 

Bagian Ketiga 
Pelaporan 



(2) Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
pengelolaan Barang Milik Daerah, kecuali terhadap barang yang dikelola 
dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan 
pelayanan umum sesuai dengan tugas dan Iungsi Badan Layanan Umum 
Daerah (BLUD) mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

(1) Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah 
(l::!LUD) merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan untuk 
menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang 
bersangku tan. 

Pasal 138 

PENGELOLAAN BARANO MILIK DAERAH PADA PERANOKAT 
DAERAH YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN 

KEUANGAN SADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

BAB XVII 

(1) Pengelola Barang melakukan pernantauan dan investigasi atas 
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang 
Milik Daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pernanfaatan dan 
pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat 
ditindaklanjuri oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat 
pengawasan intern pemerintah untuk rnelakukan audit atas pelaksanaan 
penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah, 

(3) Hasil audit sebagairnana dimaksud pada ayat (2) disarnpaikan kepada 
Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, 

Pasal 137 

(1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap 
pengguna, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, 
pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam 
penguasaannya. 

(2) Pelaksanaan pcmantauan dan pcncrtiban scbagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk unit kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kuasa 
Pengguna Barang. 

(3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat 
pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak Janjut hasil 
pernantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat(l} dan 
ayat (2). 

(4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil 
audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 136 



(I) Setiap kerugian Daer-a h sakib!U kelalaian, penyalahgunaan atau 
pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan 
melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. t t ~ J. 

BAB XJX 
GANT! J:<UUI DAN SANKS! 

Pasal 143 

Ketentuan lebih lanjuL rnengenai Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara 
diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 142 

PASAI 140 

(1) Bupati menetapkan status penggunaan golongan rumah negara. 
(2) Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 3 

(tiga) golongan, yaitu: 
a. Rumah negara golongan I; 
b. Rumah negara golongan II; dan 
c. Rurnah negara golongan ITI. 

(3) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
didasarkan pada permohonan penetapan status penggunaan yang 
diajukan oleh Pengguna Barang. 

Pasal 141 

(1) Rurnah negara golongan [ sebagairnana dimaksud dalam Pasal 140 ayat 
(2) huruf a merupakan rumah negara dlpergunakan bagi pemegang 
jabatan tertentu dan karena aifat jabatannya harus bertempat tinggal di 
rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang 
bersangkutan masih mernegang jabatan tertentu tersebut. 

(2) Rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat 
(2) huruf b merupakan rumah negara yang mernpunyai hubungan yang 
tidak dapat dipisahkan dari suatu Perangkat Daerah dan hanya 
disedtakan untuk didiruni oleh pcgawai ncgcri sipil Pemerintah Daerah 
yang bersangkutan. 

(3) Termasuk dalam rumah negara golongan ll adalah rumah negara yang 
berada dalam saru kawasan dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja, 
rumah susun dan mess/asrama Pem.erintah Dacrah. 

(4) Rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat 
(2) huruf c merupakan rumah negara yang tidak termasuk golongan I dan 
golongan IT yang dapat dijual kepada penghuninya. 

Rumah negara merupakan Barang Milik Daerah yang diperuntukkan sebagai 
tempat tinggal atau hunian dan sarana pernbinaan serra menunjang 
pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Pernerintah Daerah 
yang bersangkutan. 

Pasal 139 

BAB xvru 
BARANO MILIK DAERAll BERUPA RUMAl-1 NEGARA 



(1) Pada saat Peraturan Oaerah ini mulai berlaku: 
a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah terjadi dan belum 

mendapat persetujuan dari pejabat yang bcrwenang, Bupati dapat 
menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan pernanfaatan 8arang 
Milik Do.erah dcngan ketentuan Pengelola Barang menyampaikan 
permohonan persetujuan untuk sisa waktu pemanfaatan sesua.i dengan 
perjanjian kepada Bupati, dengan rnelampirkan: 

1. usulan kontribusi dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan 
2. laporan basil audit aparat pengawasan intern pemerintah. 

b. Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan tanpa 
persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia 
seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima Darang Milik Oaerah 
dengan aset pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra tukar 
mcnukar dengan ketentuan: 
I. Pengelola Barang memastikan nilai barang pengganti sekurang­ 

lrurangnya sama dengan nilai Barang Milik Daerah yang 
dipertukarkan; dan 

2. Pengelola Barang membuat pemyataan bertanggungjawab penuh 
atas pelaksanaan tukar menukar tersebut. 

(2) Bupati dapat menerbitkan persetujuan penghapusan atas Barang Milik 
Daerah yang telah diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b berdasarkan permohonan dari Pengelola Baro.ng. 

(3) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan pernanfaatan sebelum 
diberikannya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
serta pelaksanaan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b sepenuhnya mcnjadi ta.nggung jnwab para piha.k dalam 
pernanfaatan atau tukar menukar tersebut. l t f J 

Pa::.al 145 

BABXXI 
l<ETENTUAN PERALTHAN 

Pasal 144 

(1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik 
Daerah yang menghasilkan penerimaan Daerah dapat diberikan insentif. 

(2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas 
rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan 
kemampuan keuangan Daerah. 

(3) Pemberian insentif dan /at.au tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang 
melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 148 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupatcn 
Purbalingga. 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 
1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

BABXXII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 147 

(1) Seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, 
penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang 
telah mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat 
berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, 
penilaian. penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dim 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang 
belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat 
berwenang, proses penyelesainnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan 
Peraturan Daerah ini. 

Pasal 146 



Pasal o 
Cukup jelas. 

Pasal l 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas, 

IL PASAL DEMI PASAL 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat 
membutuhkan terscdianya sarana dan prasarana yang memadai yang 
terkelola dengan baik clan efisien, sejalan dengan ketentuan yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai pengganti atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tcntang Pengelolaan Oarang 
Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah. 

Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi Perencanaan Kebutuhan 
dan penganggaran, pcngadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan 
dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, 
Penghapusan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian. Lingkup pengelolaan Barang Milik Daerah tcrsebut 
merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus 
Iogistik sebagaimana yang diamanatkan dalarn penjelasan Pasal 49 ayat (6) 
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 t.entang Perbendaharaan Negara 
yang disesuaikan dengan siklus perbendaharaan dan ketentuan Pasal 105 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Ncgara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah 

I. UMUM 

PENGELOLI\AN BARANG MILIK DAERAH 

TENT ANG 

NOMOR 6 TAllUN 2020 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

ATAS 

PEN,JELASAN 



Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cu kup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

PasaJ 21 
Cukup jelas. 

Pasa.122 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukupjelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cuku p jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 12 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukupjelas. 



Pasal 43 
Cukup jelas. 

Pasal 44 
Cukup jelas. 

Pasal 45 
Cukup jelas. 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jetas. 

Pasal 31 
Cukup jetas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Cukup jelas, 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 



Pasal 63 
Cukup jelas. 

Pasa164 
Cukup jelas. 

Pasal Ci5 
Cukup jelas. 

Pasal 61 
Cukup jelas. 

Pasal 62 
Cukup jelas. 

PasaJ 59 
Cukup jelas. 

Pasal60 
Cukup jelaa. 

Pasal 58 
Cukup jelas. 

Pasal 5Ci 
Cukup jelas. 

Pasal 57 
Cukup jelas. 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

Pasal 54 
Cukup jelas. 

Pasal 55 
Cukup jelas. 

Pasal 52 
Cukup jelaa, 

Pasal 50 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Cukup jelas. 

Pasal 47 
Cukup jelas. 

Pasal 48 
Cukup jelas, 

Pasal 49 
Cukup jelas. 

Pasal46 
Cukup jelas. 



Pasal 68 
Cukup jelas. 

Pasal 69 
Cukup jelas. 

Pasal 70 
Cukup jelas. 

Pasal 71 
Cukup jelas. 

Pasal 72 
Cukup jelas. 

Pasal 73 
Cukup jelas, 

Pasal 74 
Cukup jelas. 

Pasal 75 
Cukup jelas. 

Pasal 76 
Cuku p jelas. 

Pasal 77 
Cukup jelas. 

Pasal 78 
Cukup jelas. 

Pasal 79 
Cukup jelas. 

Pasal 80 
Cukup jelas. 

Pasal 81 
Cukup jelas. 

Pasal 82 
Cukup jelas. 

Pasal83 
Cukup jelas. 

Pasal 84 
Cukup jelas. 

Pasal 85 
Cukup Jelas. 

Pasal 66 
Cukup jelas. 

Pasal 67 
Cukup jelas. 



Pasal 101 
Cukup jelas. 

Pasal 102 
Cukup jelas. 

Pasal 103 
Cukup jelas. 

Pasal 104 
Cukup jelas. 

Pasal 105 
Cukup jelas. 

Pasal 100 
Cukup jelas. 

Pasal 89 
Cukup jelas. 

Pasal 90 
Cukup jelas. 

Pasal 91 
Cukup jelas, 

Pasal 92 
Cukup jelas, 

Pasal 93 
Cukup jelas. 

Pasal 94 
Cukup jelas. 

Pasal95 
Cukup jelas, 

Pasal 96 
Cukup jelas. 

Pasal 97 
Cukup jelas. 

Pasal 98 
Cukup jelas. 

Pasal 99 
Cukup jelas. 

Pasal88 
Cukup jelas, 

Pasal 86 
Cukup jelas. 

Pasal87 
Cukup jelas. 



Pasal 125 
Cukup jelas. 

Pasal 123 
Cukup jelas. 

Pasal 124 
Cukup jelas. 

Pasal 116 
Cukup jelas. 

Pasal 117 
Cukup jelas. 

Pasal 118 
Cukup jelas. 

Pasal 119 
Cukup jelas. 

Pasal 120 
Cukup jelas. 

Pasal I 21 
Cukup jelas. 

Pasal 122 
Cukup jelas. 

Pasal 115 
Cukup jelas. 

Pasal 112 
Cukup jelas. 

Pasal 113 
Cukup jelas. 

Pasal 114 
Cukup jelas. 

Pasal 110 
Cukup jelas. 

Pasal 11 I 
Cukup jelas. 

Pasal 109 
Cukup jelas. 

Pasal 106 
Cukup jelas. 

Pasal 107 
Cukup jelas. 

Pasal 108 
Cukup jelas. 



Pasal 145 
Cukup jelas. 

Pasal 142 
Cukup jelas. 

Pasal 143 
Cukup jelas. 

Pasal 144 
Cukup jelas. 

Pasal 139 
Cukup jelas. 

Pasal 140 
Cukup jelas. 

Pasal 141 
Cukup jelas. 

Pasal 135 
Cuku p jelas. 

Pasal 136 
Cukup jelas, 

Pasal 137 
Cukup jelas. 

Pasal 138 
Cukup jelas. 

Pasal 133 
Cukup jelas. 

Pasal 134 
Cukup jelas. 

Pasal 128 
Cukup jelas. 

Pasal 129 
Cukup jelas. 

Pasal 130 
Cukup jclas. 

Pasal 131 
Cukup jelas. 

Pasal 132 
Cukup jclas, 

Pasal 127 
Cukup jelas. 

Pasal 126 
Cukup jelas. 
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Pasal 148 
Cukup jelas. 

Pasal 147 
Cukup jelas. 

Pasal 146 
Cukup jelas. 


